WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang: a. bahwa keberadaan lahan pertanian pangan Kota Lubuklinggau
yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada
masyarakat Kota Lubuklinggau telah memberikan kontribusi
yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah;

b. bahwa seiring pertumbuhan penduduk dan intensitas
pembangunan Kota Lubuklinggau yang terus meningkat,
mengakibatkan malﬁn tin j -kebutuhan tanah sehingga
secara perlahan ' i

Mengingat : 1.

Indonesia Tah :

2. Undang-Unda
Tahun 1960 N
indonesia N
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3. Undang-Undang Nomaor 7  Tahun 2001 f:rnfa.ng
Pembentukan Kota  Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun2001  Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 14),

4, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambzahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintzh
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daar" i Negara Republik Indonesia

baran Negara Republik

tentang Cipta Kerja
2020 Nomor 245,
ia Nomor 6573);

tentang Penetapan
Berkelanjutan
2011 Nomor 2,

10. ) tentang Insentif
. Berkelanjutan
Nomor 19,

mor 5279);

11. Peraturan : 1g Sistemn
Informasi (Lembaran
Negara Re ‘Tambahan
Lembaran
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Menetapkan :

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2012 tcnfang
Pembiayaan  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 163);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis
Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);

17. 2012 tentang Rencana Tata
1gge Tahun 2012-2032

un 2012 Nomor 1);

019 tentang Rencana
ah Kota Lubuklinggau
Kota Lubuklinggau

18.

'A LUBUKLINGGAU

LAHAN
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Lubuklinggau.
S. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

perangkat daerah di lingkungan  Pemerintah  Kota
Lubuklinggau.

7. Kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD
adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau.

8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief,
aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami
maupun akibat pengaruh manusia.

nan yang digunakan untuk

10. selanjutnya disingkat
- ditetapkan untuk
konsisten guna

ndirian, ketahanan,

11.Pe . proses dalam
mengembangkan,
ikan, dan mengawasi

kawasannya  secara

12. h wilayah budi
» LP2B dan

mendukung

13 B menjadi
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14. Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan
yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B
menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.

15. Pemilik lahan adalah setiap warga negara Indonesia yang
memiliki sesuatu hak atas tanah pada kawasan LP2B.

16. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta
keluarganya yang memiliki sesuatu hak atas tanah dan/atau
menggarap lahan pada kawasan LP2B.

17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan
sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat
RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lubuklinggau.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota
Lubuklinggau.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselengg:

a. melindungi anian pangan secara

berk .'
b. menjarm pangan secara
o WL - dan kedaulatan
pangs
e an petani dan
g kehidupan yang

o op w

o
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xEereom

(1)

(2)

(3) Penet

sistem ntomasi L2

pembiayaan LP2B;

perlindungan dan pemberdayaan petani,
peran serta masyarakat;

ketentuan penyidikan; dan

ketentuan pidana.,

BAB 1
PENETAPAN LP2B

Pasal 4

Perlindungan LP2B dilakukan melalui:
a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
b. penetapan LP2B.

Penetapan kawasan pertanian pangan  berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dengan syarat:

a. sudah ditetapkan dalam RTRW Kota,

b. tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak sedang
dalam konflik penataan ruang;

c. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok untuk
menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok
masyarakat di Kota; dan

d. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai
LP2B.

ud pada ayat (1) huruf b

a. gan berkelanjutan;

b. N pangan pokok;

C. teknis lahan dengan
d.

€ gasi; dan/atau

f. vidang LP2B.

t (3) ditetapkan
h koma sembilan

- berada dalam
bar dalam
4 (empat)

Dipindai dengan CamScanner



kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Kayu Ara
seluas 62,22 (enam puluh dua koma dua puluh dua) hektar
lahan beririgasi,

kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Tanjung Indah
seluas 41,00 (empat puluh satu) hektar lahan beririgasi;
kecamatan Lubuklinggau Barat I[IKelurahan Ulak Lebar
seluas 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) hektar
lahan beririgasi;

kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Moneng
Sepati seluas 49,74 (empat puluh Sembilan koma tujuh
puluh empat) hektar lahan beririgasi;

kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Karang
Ketuan seluas 105 (seratus lima) hektar lahan beririgasi;
kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Eka Marga
seluas 210 (dua ratus sepuluh) hektar lahan beririgasi;
kecamatan Lubuklinggau Selatan II KelurahanSiring Agung
seluas 70 (tujuh puluh) hektar lahan beririgasi;

kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kelurahan Petanang Ulu
seluas 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam)
hektar lahan beririgasi;

kecamatan Lubuklinggau Utara | Kelurahan Petanang Ilir
seluas 34,91 (tiga puluh empat koma sembilan puluh satu)
hektar lahan beririgasi dan 11,09 (sebelas koma nol
sembilan) hektar lahan non irigasi;

kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Margo Rejo
seluas 31,70 (tiga puluh satu koma tujuh puluh) hektar

KDy

1 Kelurahan Margo Bakti
- lahan beririgasi, dan
: p"ﬁkuh tujuh) hektar

I Kelurahan Durian
pat puluh koma tujuh

‘ayat (2) merupakan
ataan ulang paling

. ayat (1)
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Pasal 7

(1) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air, dan
pemupukan berimbang yang bersifat organik dan
anorganik;

b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui
pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan
pengembangan pusat pembenihan;

c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman
melalui sistem pengendalian terpadu;

d. pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru
dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;

€. pengembangan inovasi pertanian pangan melalui hasil
penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan/atau
pengalaman petani;

f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui
pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program
intensifikasi beras;

g. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil
penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani;
dan/atau

h. penyelenggaraan program kredit sebagai jaminan akses

(2) Intensifil d pada ayat (1) dapat
usaha milik daerah
tanaman pangan.

Diversifil n pangan pada LP: mana dimaksud
dalam (2) huruf b, dilakul sistem pertanian
terpadu, per tanaman, dan/atau t sari.

pemanfaatan
konservasi
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(3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan penelitian
konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga
penelitian dan/atau perguruan tinggi.

(4) Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada
kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan
cepat dan murah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemanfaatan LP2B Pemerintah Kota wajib:
a. mengawasi pemanfaatan LP2B agar sesuai peruntukannya;

b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
¢. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
d. mencegah kerusakan lahan;
e. membangun dan/atau meningkatkan jalan usaha tani
dalam kawasan LP2B; dan
f.  memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.
Pasal 11
(1) anah atau pihak lain yang
pertanian yang sudah
jaringan irigasi.
(2) S ihak lain yang berkaitan
na dimaksud pada ayat
(3) (1) dan ayat (2)

hukum yang
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(5) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikenakan sanksi administrasi penghentian insentif,
dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
memperbaiki jaringan irigasi yang rusak.

BAB V
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LP2B

Bagian Kesatu
Larangan Alih Fungsi LP2B

Pasal 12

(1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang
dialihfungsikan.

(2) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah
Kota dalam rangka:

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
b. proyek Strategis Nasional; dan/atau
c. bencana alam. s

(3) Pengad ~untuk ker um sebagaimana

~RT PR BoQ0 T o

(4)
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Pasal 13

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek
strategis nasional yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B
harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;

b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;

c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah;dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang
dialihfungsikan.

(2) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan
untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tidak diberlakukan.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, proyek strategis nasional dan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peratuan perundang-undangan.

Pasal 14

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

luas dan lokasi yang akan d1ahhfungslkan

potensi kehilangan has
risiko kerugia

a0 o

pada lahan
(1) huruf c
. pithak yang

Iembaga
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Pasal 17

(1) Pengalihfungsian  LP2B  diusulkan oleh  pihak yang
mengalihfungsikan kepada Wali Kota disertai rekomendasi dari

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang

penataan ruang daerah dan pertanian,

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pendapat tim verifikasi.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
oleh Wali Kota yang keanggotaannya terdiri dari:
a. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
b. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan

pembangunan daerah;
c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan

infrastruktur,
d. PD yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang

daerah; dan
e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

(1) Pengahhfungsmn LPQB d.alam kawasan LP2B terhadap lahan
petanida __{ atau bukan petani wajib

(2) ayat (1)
n LP2B.

(3) pada ayat (1)
memp k dan/atau zonasi
nilai t:

(4) Selain k yda ayat (1) pihak
yang 1 . mengganti nilai
investasi

(5) Besaran nil na dimaksud
pada ayat | h yang ditunjuk
oleh Wali K undangan.

(6) Besaran a ayat (5)

ditetapka
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Pasal 19

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus dibuktikan
dengan penetapan kejadian bencana alam yang ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.
Pasal 20

(1) Dalam hal alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana
alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b,
harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur dalam
wilayah bencana yang tidak dapat ditunda, Pemerintah Kota
berkewajiban melakukanpembebasan kepemilikan hak atas

tanah.

(2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan
akibat bencana alam sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang
melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penentuan besar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik
tanah dan pihak yang melakukan alihfungsi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungsi LP2B

Kota melalui PD

Pengendalian
‘ g pertanian

yang mel
bersama PD

a. insentif;

b. disinsentif;

c. mekanisme

d. proteksi; d

e. penyuluhan.

(1) Insengass 21 huruf a

diberikan i
w aan dan
b pefng_ém
G REtEE dan
bibit -
kemu
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f. fasilitasi penerbitan sertipikat bidang tanah pertaniar
pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan
sistematik;

g. Jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau

h. penghargaan bagi petani berprestasi.

(2) Dalam hal tanah pada kawasan LP2B diterlantarkan, insentif
keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak
diberikan.

Pasal 23

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

kesuburan tanah;

luas lahan;

irigasi;

tingkat fragmentasi LP2B;

produktivitas usaha tani;

lokasi;

kolektivitas usaha pertanian; dan /atau

praktik usaha tani ramah lingkungan.

SR oo 00 op

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

(1) Disi I- ‘dalam Pasal 21 huruf b,
i pem ilik hak atas tanah
jiban sebagaimana

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif
: il R R ur dengan Peraturan
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, (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui:
a. pensertipikatan LP2B; dan
b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur

LP2B.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. sosialisasi peraturan perundang-undangan,;
b. koordinasi perlindungan LP2B;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

dan
e. penyebaran informasi kawasan LP2B.

Pasal 26

(1) Wali Kota melakukan pengawasan LP2B.

(2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kinerja PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian yang meliputi:

a. pemanfaatan LP2B;
b. pembinaan LP2B; dan
c. pengendalian alit f _P2B.

(3) ana dimaksud pada

na dimaksud pada

(4) Wali
E . wakil pemerintah

(5) Pemantar evaluasi sebagaim imaksud pada ayat
Thac n laporan PD yang
n bidang pertanian
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BAB VII
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi LP2B
yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

(2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh PD yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang
dimuat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

(3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data mengenai:
kawasan LP2B;

luasan LP2B;

pemilik LP2B; dan

pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.

R

(4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi
mengenai:

a. fisik alamiah;
b. fisik buatan;
c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
d. status kcpermhkan dan/ atau penguasaan LP2B;
€ ' an
f

sifat pangan pokok.

(5) Wali 3 lenyampe kan inf LP2B sebagaimana

(1) Pembi gendalian alih  dibebankan pada
_ BT Ot ota Lubuklinggau.

(2) Sela: umbe embiayaan sebaga . sud pada ayat
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BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

(1) Pemerintah Kota wajib memberikan perlindungan dan
melakukan pemberdayaan terhadap petani.

(2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pemberian jaminan:

harga komoditi yang menguntungkan;

memperoleh sarana dan prasarana produksi;

pemasaran hasil pertanian pokok;

pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi

kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan

nasional; dan

e. kompensasi akibat gagal panen.

oo op

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana
alam, wabah hama/penyakit, dan puso.

(4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan
petani.

Pasal 29ayat

tas sumber
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Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan
petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi
LP2B.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam tahapan:

perencanaan;

penetapan;

pengembangan;

penelitian;

pengawasan; dan/atau

pembiayaan.

e e OB

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui:
a. pemberian usulan

erencanaan, tanggapan, dan saran

es kesepakatan dan
lahan dengan

n ekstensifikasi lahan

€

d. ni  dalam  rangka
| LP2B;

& uan terhadap kinerja

n pﬁmerintahan bidang

kat berhak:
enang terhadap

a“ 7 ‘
' sncana LP2B di
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BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
agar Kketerangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan;

d. memeriksa buku, cacatan dan dokumen lainnya;

e. melakukan pe: : 1 t;uk mendapatkan bahan

del‘mmcn lain serta
bukti tersebut;

f. . pelaksanaan tugas

g. melarang  seseorang

ada saat pemeriksaan

identitas orang, benda,

h. dengaan tindak pidana;

i keterangannya dan
s

untuk kelancaran

(4)
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BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan alihfungsi LP2B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Diundangkan di |
pada tanggal, 3o

SEKRETARIS DAER/

NOMOR REG!

(3-3/3
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